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Evaluasi Banparpol APBD 2024

NGABANG - Pemerintah Kabu—
patenLandakmenyerahkanla
hasil pemeriksaan pertanggung-
jawaban penerimaan dan pengelu-
aranDana Bantuan Keuangan Partai
Politik(Banparpol)dariAPBD Tahun
Anggaran 2024, sekaligus evalu-
asi laporan pertanggungjawaban
Banparpol APBD 2024. Penyerahan
dilakukandiAulaKecil Kantor Bupati
Landak, Rabu (28/5)sore.

Penyerahan laporan secara lang-
sungdilakukan oleh Bupati Landak,
Karolin Margret Natasa. Karolin.
menyampaikan, berdasarkan hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) RI Perwakilan
Kalimantan Barat, tidak ditemukan
temuan yang berarti. “Kami men-
gapresiasiparapenguruspartaiyang’
telah menyampaikan laporan tepat

an _berlaku,” ujar Karolin

Bupatl Landa‘k Serahkan Laporan

waktudmsgguarkemmn yang

agmselunhpartmpohnky&?? 1
enmabarﬁuandanAPBDWaten
Landakmenggunakandanatersebut
dengan sebaik-baiknya dan sesuai
amanat undang-undang, terutama
untuk memberikan pendidikan
politik kepada masyarakat. “Tadi

< sudah disampaikan oleh Kepala
-Kesbangpol, ada masukan dan

saran baik dari pemeriksa maupun
pemerintah daerah agar jenis-jenis
kegiatan pendldlkan politikdibuat
lebih beragam,” imbuhnya,
Karolin berharap kegiatan pen-
didikan politik yang lebih variatif
dapat menjangkau lebih banyak
lapisan masyarakat, termasuk dari
sisiusiadankelompok masyarakat.

IST
SERAHKAN: Bupati Landak Karolin Margret Natasa saat menyer-
ahkan SK kepada 312 CPNS di Aula Kantor Bupati Landak, Rabu
(28/5) sore.

Selain seminar, kegiatan dapat
berupa dialog interaktif dan ben-
tuk lain yang dapat meningkatkan
partisipasi publik.

Sementara itu, Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) Kabupaten Landak,
Samsul Bahri, menyampaikan
bahwa total anggaran bantuan
partai politik tahun 2024 sebesar
Rp 1.839.808.000,-. “Kami meng-
ingatkan kepada partai politik agar
minimal menggunakan 60 persen
anggaran untukpendidikan pohnk
dan40bersen untuk administrasi,’
jelas Samsul.

Menurutnya, sesuai Per-
mendagri, jenis kegiatan yang
dapat dilakukan meliputi seminar,
lokakarya, dialog, sarasehan, dan
pendidikan politik lainnya. Dari
laporan yang masuk, sebagian
besar partai politik telah menggu-
nakan anggaran di atas ketentuan
minimal 60 persen untuk kegiatan
pendidikan politik.

Untuk tahun anggaran 2025, total
dana yang akan disalurkan kepada
sembilan partai politik sebesar Rp
1.846.680.000,-. Penyaluran dijad-

- walkan mulai bulan Juni. Penyera-

han laporan pertanggungjawaban

-(LPJ) kepada Kesbangpol diharap-

kan paling lambat minggu pertama
Desember, sehinggamasihadawak-
tu untuk Karifikasi dan perbaikan
sebelum batas akhir pengumpulan
pada 31 Januari 2026. (arf)
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